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NOMOR @ay TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Sosial perlu
perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial;

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan
perlunya perumusan, fungsi dan ura:an fugas setiap Perangkat
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas

Sosial;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4796),
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5235);

10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5332);

12.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);
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- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5871);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397),

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan
Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha
Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5449),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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4. Peraturan  Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012

tentang
Pedoman Pendataan  dan  Pengelolaan  Data  Penyandang
Masalah  Kesejohternan  Sosial dan  Potensi  dan  Sumber
Kesejahternan  Sosial  (Berita Negara Republik  Indonesia
Tahun 2012 Nomor 567);

25. Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 868),

. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011
Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan ©elatan Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013
Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14
Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan dan
Pengemis (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2013 Nomor 14);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

Nomor 35);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 Nomor 100);
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M Persturan Dacrah Provinal  Kalimantan  Belatan  Nomor 4
Tahun 2019 tentang  Perlindungan  dan  Pemenuhan Hak
Penyandang Disabiditas (Lembaran Dacrah Provins kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinm kalimantan HSelatan Nomor 115),

V% Peraturan Gubernur Kalimantan  Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugns,
Fungsi, dan Tata Kerya Perangkat Daerah Provinar Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provins Kahmantan Selatan Tahun 2019
Noamaor U5,

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG  TUGAS, FUNGSI, DAN

URAIAN TUGAS DINAS SOSIAL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur i vang dimaksud dengan:

1

}

10

11

[ Ay 1

Daerah adalah Provins: Kalimantan Selatan,

Pemenntah Daerah  adalah  Gubernur  sebagn)  unsur  penyelenggara
Pemenntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan,

Dinas Sosial adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemenntahan
di bidang sosial.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial.

Scekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial.

Bidang adalah Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Sosial.

Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretanat Dinas Sosial.

Sekst adalah Scksi-seksi pada Bidang-Bidang di Lingkungan Dinas Sosial.

Unit Pelaksana Teknis Dacrah adalah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya discbut Kepala UPTD
adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dacrah pada Dinas Sosial.

Penyelenggaraan Kesejnhteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu,
dan berkelanjutan yang dilakukan Pemenntah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan
dasar sctiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdavaan somal, dan perlindungan sosial.
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Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinva kebutuhan matenal,
spinitual. dan sosial warga negara agar dapat hadup lavak dan mampu
mengembangkan din. sehingea dapat melaksanakan funest somalnva

Periindungan Rosial adalah semua upava vang diarahkan untuk mencegah
dan menangan nsiko dan guncangan dan kerentanan sosial

Pemberdavaan Sosial  adalah semua upava vang  diarahkan untuk

menjadikan warga negara vang mengalanu masalah sosal mempunyin
dava. schingga mampu memenutiu kebutuhan dasarmya

Jaminan Rosial adalah skema vang melembaga untuk menjanun seluruh
rakyvat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar ludupnva vang layak

7. Habilitast adalah upava mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk

menggantikan fungsi tubuh yvang tdak ada melalun bantuan medik, sosial,
psikologik, dan Keterampilan  agar dapat  mencapal  kemampuan
fungsionalnyva.

. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan

untuk memungkinkan sescorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar dalam kehidupan masvarakat.

. Penyandang Disabilitas adalah sctiap orang vang mematlaon keterbatasan

fisik, mtelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama
vang dalam bennteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan
dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektf dengan warga
negara lamnva berdasarkan Kesamaan hak.

Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penvandarnyg Disabilitas adalah
spesifikasi teknis atau sesuatu vang dibakukan sebagai acuan dalam
melakukan suatu program Kegiatan pelayvanan minimal yang harus
dilaksanakan dalam proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyvandang
Disabilitas oleh lembaga.

. Standar Sarana dan Prasarana Penvelenggaraan Kescojahternan Sosial

adalah ukuran kelavakan yang harus dipenuhi secara minimum baik
mengenai Kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelavanan
sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial.

. Lembaga di Bidang Kesejahternan Sosial Penvandang Disabilitas yang

selanjutnyva disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan
Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas yang dilakukan,
baik oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah

organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan
penvelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masvarakat, baik
vang berbadan hukum maupun vang tidak berbadan hukum.

. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial vang selanjutnya disingkat PPKS

adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyvarakat vang
karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun
sosial secara memadai dan wajar.
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PPKS terdiri dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan
(ADK), anak yang memerlukan perlindugan khusus, lanjut usia terlantar,
penyandang disabilitas, tuna Susila, gelandangan, pengemis, pemulung,
kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan
(BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan
NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran
bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial,
perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial
psikologis, keluarga berumah tidak layak huni dan komunitas adat
terpencil.

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber
mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi
tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak
bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan

berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan
pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan
dasar setiap warga negara.

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang telah mencapai
usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun
dan belum menikah.

Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus
yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan
pada ketidakmampuan mental, emosi, dan/atau fisik.

Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orangtuanya melalaikan
kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan
wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Human Immunodefeciency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah
Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan
kemampuan tubuh yang melawan infeksi dan penyakit.

Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS
adalah sindrom atau penyakit yang disebabkan oleh virus HIV.

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga
pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi
pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh
melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan
sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan
masalah sosial.

Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih
secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan
masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga
pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang
kesejahteraan sosial.
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BAES I
TUGAS, FUNGEL, DAN URAIAN TUGAS

Bapian Kesatu
[inan Sosial

Sannl 2

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahsn
yang menjadi kewenangan Dacrah dan tugas pembantusn di bidang
nosial,

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;

b. pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial korban
bencana alam dan bencana sosial;

c. pelaksanaan kebijakan rehabilitan sosial;
d. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial;

e. pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin;

f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTLD, dam
g. pengelolaan kegiatan kesekretaniatan.

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagairmnana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial,

b. melaksanakan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial korban
bencana alam dan bencana sosial;

melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial;

c.
d. melaksanakan kebijakan pemberdayaan sosial;

e. melaksanakan kebijakan penanganan fakir miskin;

f. membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis;

g mengelola kegiatan kesekretariatan; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.
Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
a. Sekretariat;
b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
c. Bidang Rehabilitasi Sosial,
d. Bidang Pemberdayaan Sosial;

o

Bidang Penanganan Fakir Miskin;
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. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

Sckretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a,
mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan
penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset,
serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

b.

g.

penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Sosial;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian
evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Sosial;

penyusunan program, Kkoordinasi, pembinaan, dan pengendalian
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian
pengelolaan aset Dinas Sosial,

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian
pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian
pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan
mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas
Sosial;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan
mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Sosial;
menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan
mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan,;
menyusun program, mengoordinasikari, membina, dan
mengendalikan pengelolaan aset Dinas Sosial;

menyusun program, mengkoordinasikan, membina, dan
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga,
menyusun program, mengkoordinasikan, membina, dan

mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
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£ menvusun program, mengkoordinasikan, membina, dan
mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan

masvarakat; dan

h melaksanakan tugas  lain  sesual  dengan  bidangt ugas dan

Kewenangannva.
Sekretanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

L. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 avat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

menyviapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan
Dinas Sosial;

b. menghimpun, mengolah,
perencanaan Dinas Sosial;
menylapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan
rencana strategis;

d. menylapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana
kegiatan,;

menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Sosial;
menyiapkan bahan dan melaksanaan kerja sama penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja dinas sosial;
g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan
pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban;
menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan

program; dan
i. melaksanakan tugas
kewenangannya.

a.

menganalisis, dan menyajikan data

lain sesuai dengan bidang tugas dan

Pasal 5

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan

aset.

———— e ———_—_ A
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ub Bagmr? hcgnngnn dan Aset scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyar uraian tugas sebagai berikut:

. menyiapkan bahan dan menyusun rencana  kegiatan pengelolaan
keuangan dan aset;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis  pengelolaan
keuangan;

¢. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Sosial;

a. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kevutuhan, dan
menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan
barang unit;

e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi
keuangan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aseq;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban

keuangan;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban

pengelolaan aset;

menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan

tunjangan;

k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun
eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan
keuangan dan aset; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf ¢, mempunyai tugas mengelola surat-menyurat,
ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat
dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi

kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumgh tangga,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, orgams_asi dan
ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas Sosial;
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d.

C.

g

h.

menvinpkan  bahan dan menyosun petunjuk telns pengelolaan

surnt menyurat, ckapedint dan kearsipan, urusan rammah tangen,

hubunginn maosyarakat dun keprotolkolnn, orgnnisasy  dan

ketatalaksanann, serta kepegnwainn;

menytapkan bahan dan melakannalain pengelolaan surnt-surat dan
ckspedist;

menyinpkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi
serta penghapusan arsip,

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan fasilitans kerumah
tanggaan, serta menpendalikan ketertiban doan keamanan lingkungan
kantor;

menyiapkan  bahan  dan  meloksanakan  kegintan  hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efcktivitas organisasi dan
ketatalaksanaan;

menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut
kepangkatan pegawati;
menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja
pegawai;

menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian,;

menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;

. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 7

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina,
mengatur, dan mengendalikan pelindungan sosial korban bencana alam
dan korban bencana sosial serta pelayanan jaminan sosial keluarga.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a.

b.

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian pelindungan sosial korban bencana alam;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian perlindungan sosial korban bencana sosial; dan

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pelayanan jaminan sosial keluarga.
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Budang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam
sebagnimana dimnksud pada ayat (1), mempunyial Uridan tugas sebogal

.

b.

d.

e. melaksanakan tugas lain  scsuai

melaknanakan tugas

berikut:

merumuskan bahan kebijakan teknis perlindungan dan  jaminan

sosial;
menyusun program, mengkoordinasikan, memyans,
mengendalikan pelindungan sosial korban bencana alam;

mengatur, dan

menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan perlindungan sosial korban bencana sosial;
menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pelayanan jaminan sosial keluarga; dan

dengan bidang tugas dan

kewenangannya.

(4) Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

ayat (1), terdiri atas:

a. Secksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan

c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Pasal 8

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas
melaksanakan dan memberikan bimbingan tcknis, fasilitasi, dan
supervisi perlindungan sosial korban bencana alam.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan

sosial korban bencana alam;

b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data korban bencana

alam;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perlindungan

sosial korban bencana alam;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi

korban bencana alam;

menyiapkan bahan, menggalang, dan melaksanakan penyaluran

bantuan sosial korban bencana alam,;

f. menyiapkan bahan dan meclaksanakan fasilita®i advokasi sosial

korban bencana alam;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bantuan hukum

korban bencana alam;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi,
dan supervisi pengembangan serta peningkatan perlindungan sosial
korban bencana alam;

a.
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(2

I menyiapkan bahan, mengembangkan, dan meningkatkan partisipasi

masyarankat dalam perlindungan sosial korban bencana alam;

|- menylapkan bahan dan mengembangkan jejuning sosial dan

kemitraan dalam perlindungan sosial korban bencana alam,;

k. menviapkan bahan, mengembangkan informasi, wmelaksanakan
diseminasi, dan pelayanan informasi perlindungan sosial korban

bencana alam;
menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur,

dan kriteria perlindungan sosial korban bencana alam;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja samna dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan

perlindungan sosial korban bencana alam,;

n. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan,
penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemnryelenggaraan
perlindungan sosial korban bencana alam; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

m.

dan evaluasi

p.
Pasal 9
Korban Bencana Sosial sebagaimana

(4) huruf b, mempunyai tugas
teknis, fasilitasi, dan

Seksi Perlindungan Sosial
dimaksud dalam Pasal 7 ayat
melaksanakan dan memberikan bimbingan
supervisi perlindungan sosial korban bencana sosial.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:
menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegratan perlindungan
sosial korban bencana sosial;

mengolah, dan menyajikan data terkait korban

a.

b. menghimpun,
bencana sosial;
menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perlindungan

(3
sosial;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi;
menyiapkanbahan dan melaksanakan upaya pencegahan korban
bencana sosial;

f. menyiapkan bahan, melaksanakan penggalangan, dan menyalurkan
bantuan sosial korban bencana sosial;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi advokasi sosial
korban bencana sosial;

h. menylapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bantuan hukum
korban bencana sosial;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemulihan sosial
korban bencana sosial;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi reintegrasi sosial

korban bencana sosial;
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menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemulangan korban
bencana sosial dan orang terlantar;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan tcknis, fasilitasi
dan supervisi perlindungan sosial korban bencana sosial;
menyiapkan bahan, mengembangkan, dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam perlindungan sosial korban bencana sosial;
menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial serta
kemitraan dalam perlindungan sosial korban bencana sosial;
menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan
diseminasi dan pelayanan informasi perlindungan sosial korban
bencana sosial;

menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur,
dan kriteria perlindungan sosial korban bencana sosial;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan
perlindungan sosial korban bencana sosial,

menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan
penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana sosial;

evaluasi

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kineria. penyelenggaraan
perlindungan sosial korban bencana sosial; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,
fasilitasi, dan supervisi pelayanan jaminan sosial anak yatim piatu
terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas fisik, mental,
fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, eks
penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami
ketidakmampuan sosial dan ekonomi.

Seksi Jaminan Sosial Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan

b.

jaminan sosial keluarga;
menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan
jaminan sosial keluarga;

menghimpun, mengolah dan menyajikan data penerima pelayanan
jaminan sosial keluarga;

menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi
anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang
disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat
kedisabilitasannya tergolong berat, eks penderita penyakit kronis
yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan
ekonomi serta penerima Rastra dan PBI JKN;
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€. menylapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan bantuan
langsung berkelanjutan bagi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia
terlantar, dan penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental
yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, eks penderita
penyakit  kronis yang tergolong berat yang mengalami
ketidakmampuan sosial dan ekonomi;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi
dan supervisi pelayanan jaminan sosial bagi anak yatim piatu
terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas fisik,
mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong
berat, eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang
mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;

g. menyiapkan bahan dan mengembangkan kemitraan dalam
pelayanan jaminan sosial bagi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia
terlantar, dan penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental
yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, eks penderita
penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami
ketidakmampuan sosial dan ekonomi;

h. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan
diseminasi dan pelayanan informasi pelayanan jaminan sosial
keluarga;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur,
dan kriteria pelayanan jaminan sosial keluarga;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelayanan jaminan sosial keluarga;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan Xmerja pelayanan
jaminan sosial keluarga; dan

l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
huruf ¢, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pemulihan dan pengembangan kemampuan dalam upaya
rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi penyandang disabilitasi dan lanjut
usia tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian  pemulihan  serta pengembangan kemampuan
rehabilitasi sosial anak;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian  pemulihan  serta pengembangan kemampuan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan
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penvusunan program,  koordinasi, pembinaan,  pengaturan, den

penwendalian pemubhan serta pengembangan  kemampuan
rehabilitas: tuna somial dan korban perdagangan orang

1 Hidang Rehahlitasi Sosmial  dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada avar (1), mempunyal uratan tugns sebagmi bernikut:
n  merumuskan bahan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
b menvusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendabikan rehabilitasi sosial anak,

menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan  rehabilitasi sosial - penyandang, disabilitas  dan
lanjutusia;

d menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan

orang, dan
¢ melaksanakan tugas lain  scsuai dengan ‘mdang tugas dan
kewenangannya.
(4]  Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin
atas:
a. Seksi Rehabilitas: Sosial Anak;

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;dan

¢. Seks: Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang,.

Pasal 12

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
avat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan membenkan

bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan rehabilitasi sosial
anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak
berkeburuhan khusus.

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana

(2)

dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menviapkan bahan dan menyusun rencana kegatan rehabilitasi
sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak
berkebutuhan khusus;

b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data anak terlantar, anak
berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rehabilitasi sosial
anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak
berkebutuhan khusus;

d. menviapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta
identifikasi, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan
anak berkebutuhan khusus;

c¢. menviapkan bahan dan melaksanakan motivasi dan diagnosis
psikososial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan
anak berkebutuhan khusus;

[ t'\A.‘R.," (i
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menyupkan bahan dan melaksanokan perawalan dan pengasuhan
anak terlantar,  anak berhadapan  dengun  hukum, dan  anok

berkebutuhan khusus;

menyiapkan banhan dan melaksanakan bimbingan mental spiritual
anak  terlantar, annk berhadapan  dengan  hukum, dan anak
berkebutuhan khusas:

menyinpkan  bahan  dan  melaksanakan bimbingan sosial dan
konseling nnak terlantar, anak berhadnpan dengan hukum, dan anak
berkebutuhan khusus;

menyiapkan bahan dan melaksannkan pelayanan aksesibilitas anak
terlantar, anank berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan
khusus;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan resosialisasi dan
bimbingan lanjut anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum,

dan annk berkebutuhan khusus;
menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi,
dan supervisi  kegiatan rehabilitasi anak terlantar, anak berhadapan
dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus;

menyiapkan bahan, mengembangkan, dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi sosial anak;

menyiapkan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan
dalam kegiatan rehabilitasi sosial anak;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan
penguatan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan
rehabilitasi sosial anak;

menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan
diseminasi, dan pelayanan informasi rehabilitasi sosraf anak;
menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur,
dan kriteria rehabilitasi sosial anak;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan
rehabilitasi sosial anak;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kegiatan rehabilitasi sosial anak;
menyiapkan bahan dan menyusun
rehabilitasi sosial anak; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

laporan kinerja kegiatan

Pasal 13

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usig
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, mempunyai
tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan

supervisi

kegiatan rehabilitasi sosial penyandang dieabilitas fisik,

mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitasganda, serta

rehabilitasi sosial lanjut usia.
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Seksi Rehab i Sorai . ,

e muka{htum rbnsml ch)'tlndelrlg Disatilitas dan Lanjut Usia dalam
0 tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempiinyui

uraan tugas sebagai berikut:

a

menyiapk; ’ 1
: ‘r_I}lmpk.m b.chun_dun menyusun rencana kegiatan rehabilitas)
sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia;

menghimpun, mengolah, dan menyiiji

iengh , 3 ikan data pe
disabilitas dan lanjut usia; ™ PR
menylapkan bahnn- dm'n menyusun petunjuk teknis rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia;

_mcn)finpka_n bahan dan melaksanakan inventarisasi serta
1derluﬁku§| penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik,
sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;

mt.:nyiupkan bahan dan melaksanakan motivasi dan diagnosis
psnkosgsxa}l penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik,
sensonk, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;

menyiapkan baf'um dan melaksanakan perawatan dan pengasuhan
penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik,
intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;

menylapkan bahan dan melaksanakan bimbingan mental spiritual
Pcnyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik,
intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan sosial dan
konseling penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik,
sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan akseibilitas
penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik,
intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan resosialisasi dan
bimbingan lanjut penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik,
sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi,
dan supervisi kegiatan rehabilitasi penyandang disabilitas fisik,
mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda,

serta lanjut usia;
menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam Kkegiatan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan
disabilitas ganda, serta lanjut usia;

menyiapkan dan mengembangkan jejaring sosial dan kerniu-afan
dalam kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik,
mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda,
serta lanjut usia,;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan
penguatan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mcntfaJ/ ckg psikotik,
sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;
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0. mcnylppk{in bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan
dyscmlpasx, dan pelayanan informasi rehabilitasi sosial penyandang
d!Sﬂbl]ltﬂS fisik, mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan
disabilitas ganda, serta lanjut usia; '

pP- menylapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur,
dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik,
mental/eks psikotik, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda,
serta lanjut usia;

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental/eks psikotik,
sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental/eks
psikou’k, sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut
usia;

s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mertal/cks psikotik,
sensorik, intelektual, dan disabilitas ganda, serta lanjut usia; dan

t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf ¢, mempunyai
tugas menyiapkan melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis,
fasilitasi dan supervisi kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan,
pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban tindak
kekerasan, bekas tuna susila, dan korban perdagangan orang serta
orang dengan HIV/AIDS dan korban penyalahgunaan napza di luar
panti.

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rehabilitasi

sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan,

korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas,
orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, dan korban
penyalahgunaan napza di luar panti;

b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data gelandangan,
pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak
kekerasan, ekstuna susila, kelompok minoritas, orang dengan
HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta  korban
penyalahgunaan napza di luar panti;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rehabilitasi
sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyax'-aka_tan,
korban tindak kekerasan, ekstuna susila, kelompok minoritas,
orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban

penyalahgunaan napza di luar panti;

a.
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ynerl)txnpknn bahan dan melaksanakan inventarisasi serta
identifikasi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan
pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, ekstuna susila,
kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan
orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;

menyiapkan bahan dan melaksanakan motivasi dan diagnosis

psikososial  gelandangan, pengemis, bekas warga binaan
pcmnsyarakgtan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila,
kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan

orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pengasuhan
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan,
korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas,
orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban
penyalahgunaan napza di luar panti;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan mental spiritual
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan,
korban tindak kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas,
orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban
penyalahgunaan napza di luar panti;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan sosial dan
konseling  gelandangan, pengemis, bekas warga binaan
pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila,
kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan
orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan aksesibilitas
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan,
korban tindak kekerasan, ekstuna susila, kelompok minoritas,
orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, serta korban
penyalahgunaan napza di luar panti;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan resosialisasi dan
bimbingan lanjut gelandangan, pengemis, bekas warga binaan
pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila,
kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan
orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti;
menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi
dan supervisi kegiatan rehabilitasi gelandangan, pengemis, bekas
warga binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna
susila, kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, Kkorban
perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar
panti;

menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam Kkegiatan rehabilitasi sosial gelandangan,
pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban tindak
kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, orang dengan
HIV/AIDS, korban  perdagangan orang, serta  korban
penyalahgunaan napza di luar panti;
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n

menviapkan dan mengembanghan  jepaving sontal dan ket rwnn
dulam kegiatan rehabilitas) sosial pelandangnn, peongemin, bk
wargn binaan pemasyarakatan, karban tndak lekeranun, ekntiinn
susila,  kelompok  minoritas, otang  deapan HIV/AIDS,  korban
perdagangan orang, wserta korban penynlahgtnann napzn o o

pantt,

menyipkan bahan dan melaksanaban fasilitas pengembangin dan
penguatan lembagn sosial kemanyarnbatan dalam penyelenggaring
rehabilitasi sosial gelandangun, pengemin, bekas wargn  binnnn
pemasyarakatan, korban  tindok kekerunan,  ekn tuna sumile,
kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDE, korban perdagangen
orang, serta korban penyalahgunann napza di luar panti;

menyiapkan  bahan, mengembangkan  informasi, melaksannkan

diseminasi, dan pelayanan informasi rehabilitnsi soninl pelundangnn,
pengemis, bekas wargn binann  pemasyarakatan, korbon tindak
kekerasan, eks tuna susila, kelompok minoritas, artang dengan
HIV/AIDS, korban perdagangnn orang, nerta korban
penyalahgunaan napza di luar panti;

menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur,
dan kriteria rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekns wargn
binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila,
kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan

orang, serta korban penyalahgunaan napza di luar panti,

menylapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggarann
rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan
pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, e¢ks tuna susila,
kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan
orang, serta korban penyalahgunaan napza di Juar panti;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga
binaan pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, ekstuna susila,
kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan
orang, serta korban penyalahgunaan napza di Juar panti;
menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan
rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan
pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila,
kelompok minoritas, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan
orang, serta korban penyalahgunaan napza di Juar panti; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
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. Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4) huruf d, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur,
dun_ mengendalikan pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan
sosial dan kelembagaan sosial, pemberdayaan perorangan, keluarga dan
pengelolaan  sumber dana  sosial, serta kepahlawanan dan

kesetiakawanan.

B.idang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi
dan pengendalian pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan
sosial dan kelembagaan sosial,

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi
dan pengendalian pemberdayaan perorangan, keluarga dan
masyarakat, serta pengelolaan sumber dana sosial; dan

C. penyusunan program, Koordinasi, pembinaan, pengaturan, fasilitasi
dan pengendalian pengembangan semangat kepahlawanan, dan
kesetiakawanan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagas berikut:

a. merumuskan bahan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
memfasilitasi dan mengendalikan pemberdayaan potensi sumber daya
kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
memfasilitasi dan mengendalikan pemberdayaan perorangan, keluarga
dan masyarakat, serta pengelolaan sumber dana sosial;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
memfasilitasi dan  mengendalikan pengembangan semangat
kepahlawanan, dan kesetiakawanan; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas:
Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dan

Kelembagaan Sosial;
Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Pengelolaan Sumber

Dana Sosial; dan
Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan.

a.

b.
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Pasal 16

&:Ckm Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dan
Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)
hurqf a, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan
tckqxs. fasilitasi dan supervisi pengembangan,pemberdayaan dan
peningkatan partisipasi lembaga dan/atau perorangan sebagai potensi
sum_bcr daya  kesejahteraan  sosial dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan Kkesejahteraan sosial
masyarakat.

S_eksi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dan
Kelembagaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi
potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dan kelembagaan
sosial;

b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data Pekerja Sosial
Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Tarurta Siaga Bencana,
Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana
Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita
Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional,
Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan
sosial dan kelembagaan sosial;

c. menyiapkan bahan dan  menyusun petunjuk  teknis
pengembangan, pemberdayan dan peningkatan peran potensi dan
sumber daya kesejahteraan dan kelembagaan sosial;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta
identifikasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat,
Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang
Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga
Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis
Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh
Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang
berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;

menyiapkan bahan dan melaksanakan diagnosis dan motivasi
Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna
Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna,
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner,
Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat,
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial
Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kescjahteraan
Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi

kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;
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menyviapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi,
dan supervisi pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan
partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekega Sosial Masyarakat,
Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang
Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga
Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis
Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh
Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang
berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial,

menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan kelembagaan
masyarakat dalam  pengembangan, pemberdayaan  dan
peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial
Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan
Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga
Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial,
Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang
berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kemitraan
dan penggalangan dana masyarakat dalam pengembangan,
pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial
Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana,
Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana
Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita
Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional,
Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan
sosial dan kelembagaan sosial;

menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pemberdayaan dan
peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial
Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan
Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga
Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial,
Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang
berorientasi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;

menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan
diseminasi dan pelayanan informasi pengembangan,
pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial
Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana,
Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana
Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita
Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional,
Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi Kesejahteraan
sosial dan kelembagaan sosial;
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menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur,
dnn. kriteria pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan
partisipast potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dan
kelembagaan sosial;

menylapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan,
pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber
daya kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi

kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan
partisipasi potensi dan sumber daya Kesejahteraan sosial dan
kelembagaan sosial,;

menylapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan
pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi
potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dan kelembagaan
sosial; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Pengelolaan Sumber
Dana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b,
mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dan
fasilitasi pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Pengelolaan
Sumber Dana Sosial.

Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Pengelolaan Sumber

Dana Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi pemberdayaan
perorangan, keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana
sosial;

menghimpun, mengolah, dan menyajikan data perorangan,
keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi
pemberdayaan  perorangan, keluarga, masyarakat dan
pengelolaan sumber dana sosial;

menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta
identifikasi perorangan, keluarga, masyarakat dan pengelolaan
sumber dana sosial;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi akses
komunikasi pengembangan dan pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga, masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegatan fasilitasi
pengembangan dan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga,
masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial;
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¥ menviapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
faniitam progembangan dan pemberdavaan somal perorangan,
keluarga, masvarakat dan pengrlolaan sumber dana sosial,

i menviapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi
pengrmbangan dan pemberdavaan somal perorangan, keluarga,
masvarakat! dan pengelolaan sumber dana sosial,dan

I melaksanakan tugas lan sesuar dengan bidang tugas dan
kewrnangannva.

Pasal 18

Sekw Kepahlawanan dan Kesetinkawanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (4) huruf ¢, mempunya: tugas mclaksanakan dan
membernkan bimbingan teknis, fasilitasi pemeliharaan, pengembangan
dan pelestanan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Seksi Kepahlawanan dan Kesetinkawanan dalam melaksanakan tugas

sebagmimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uralan tugas sebagai

berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan
dan pelestanan nilat-nilai kepahlawanan dan kesctiakawanan;

b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data pengembangan
dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesctiakawanan;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan
dan pelestanan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan,;

d. menviapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi
dan  supervisi  pengenalan, penanaman, pelestarian  dan
pengembangan nilai-nilai kepahlawanan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi
dan supervisi pengembangan kesectiakawanan dan restorasi sosial,

f menyiapkan bahan dan melaksanakan (fasilitast pembangunan,

pemugaran dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Makam

Pahlawan Nasional, Makam Pahlawan Kemerdekaan, Taman Makam

Bahaga;

menylapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan memproses usul

pembenan penghargaan/jasa tingkat Nasional calon pahlawan

nasional/perintis kemerdekaan serta pemberian bantuan untuk
keluarga pahlawan, dan perinus kemerdekaan/janda penntis
kemerdekaan;

h. menywmpkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan
knitena pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiskawanan;
menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesctiakawanan,
menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantavan kegiatan
pengembangan dan  pelestarian  nilai-nila kepahlawanan dan
kesetiakawanan,
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k. j
menylapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan

dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesctiakawanan: dan

. melaksanakan tu i i :
gas lain ai
kewenang e sesu dengan bidang tugas dan

. Bagian Keenam
Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 19

Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina,
mengatur, dan mengendalikan identifikasi dan penguatan kapasitas,
pgndampmgan dan pemberdayaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan
stimulan serta penataan lingkungan sosial.

Bidang Pena_nganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian identifikasi dan penguatan kapasitas;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pendampingan dan pemberdayaan; dan

penyusunan program, Kkoordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta

penataan lingkungan sosial.
Miskin dalam melaksanakan tugas

Bidang Penanganan Fakir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

merumuskan bahan kebijakan teknis penanganan fakir miskin;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan identifikasi dan penguatan kapasitas;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan

mengendalikan pendampingan dan pemberdayaan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta

penataan lingkungan sosial; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang

kewenangannya.
Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas:
Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

a.
b.

tugas dan

a.
b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
c. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan

Lingkungan Sosial.

Dipindai dengan CamScanner



(1)

(2)

(1)

&)

-29.

Pasal 20

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud
dalam Ppsnl 19 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan
memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi upaya terarah
terpadu, pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan seru;

berkelanjutan.

Scksi Ificnﬁﬁkqsi dan Penguatan Kapasitas dalam melaksanakan tugas
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan identifikasi dan
penguatan kapasitas kesejahteraan fakir miskin;

b. mcngh.i_mpun, mengolah, mengidentifikasi, penguatan kapasitas,

menyajikan data PBI JKN fakir miskin;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis identifikasi dan

penguatan kapasitas fakir miskin;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi

fakir miskin;

menyiapkan bahan, melaksanakan identifikasi

kapasitas sosial fakir miskin;

menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi penguatan dan

peningkatan kapasitas kesejahteraan sosial fakir miskin;

g. menyiapkan bahan dan melaksanaan identifikasi pemangku
kepentingan dalam penguatan kapasitas kesejahteraan fakir miskin;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi,

dan supervisi identifikasi dan penguatan kapasitas sosial fakir

miskin;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan Instansi terkait dalam penanganan fakir miskin;

menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi dan penguatan

kapasitas penanganan fakir miskin;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

dan penguatan

Pasal 21

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas m_c!aksanakan dan
memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi upaya terarah,
terpadu dan berkelanjutan pendampingan den pemberdayaan
kesejahteraan fakir miskin.

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pendampingan

dan pemberdayaan kesejahteraan fakir miskin;
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,‘ viapkan bmhan dan menvusun petunjuk tekis pendampingan
la: - 1, .
pemberdavaan kesejahteraan lakir miskirn
Mmenivywmbikan )
o i whan bantuan sosial prodampingan dan pemberdayaan
BRI Mmunkm
I TYY 1
wiviapkan bahan dan melaksanakan (axilitast  pendampingan
A arad
Marakal dalam pemberdavaan dan peninghkatan kesejahternan

sosial fakar muskin,

Menyviapkan bahan dan melaksanakan pendampingan  pemangku
kepentingan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahternan

fakr muskin,

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitas,
dan supervisi pendampingan dan pemberdavaan kesejahternan sosial

fakir muskin;
menyapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur,
dan kniterin pendampingan dan pemberdayann fakir miskin,
menyviapkan bahan dan melaksanakan kerjn sama dengan satuan
kerga/unit kerja dan  Instansi terkait dalam pendampingan  dan
pemberdavaan fakir miskin;

menyviapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penanganan fakir
nuskin, dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

Scksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan
Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf
¢, mempunyal tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis,
fasilitasi dan supervisi upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan
pemberdayvaan dan peningkatan kesejahteraan fakir miskin.

Sekst Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan
Lingkungan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), mempunyai uraian tugas scbagai benkut:

a.

menyviapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan
penyvaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
menviapkan bahan penyusunan dan perumusan pengelolaan dan
penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
menytapkan bahan koordinasi pengelolaan dan penyaluran bantuan
stimulan serta penataan lingkungan sosial dengan Unit/Instans
terkaut;

menyiapkan bahan kegiatan sesuai norma, standar, proscdur, dan
knteria pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan  serta

penataan lingkungan sosial;
menyapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan
pengrlolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan

lingkungan sos:al,
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[ melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksannan
tugas dan kegiatan pada seksi pengelolaan dan penyaluran bantuan
stimulan serta penataan lingkungan sosial;

#. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 23

Ketentuan tt:nt.jmg Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit
Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f, diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan E‘ungsiona] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB 111
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kcpala Bidax.'xg yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagum

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala kasi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing
Kepala Bidang.

(3)
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BAR IV
KETENTUAN PENUTUP

Pananl 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 0116 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
dan Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinm Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 (naret/ 2000

GUBERNUR TAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1§ MMaret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAJY SELATAN,

7
DUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR

PARAY EDORLIINA D]

: EARO MUEUN
L
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